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KATA PENGANTAR 

 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali berhasil mempertahankan predikat 

“Informatif” dengan perolehan nilai 97,27 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

2024. Penghargaan untuk kali kelima secara berturut-turut yang diserahkan di Hotel Movenpick 

Jakarta Pusat ini menjadi bukti konsistensi ITS sebagai salah satu Negeri Badan Hukum (PTN-

BH) dalam menjaga transparansi dan inklusivitas layanan informasi publik. Hal ini juga dapat 

dibuktikan dengan adanya transformasi pengembangan layanan yang dikembangkan oleh 

petugas PPID di lingkungan ITS melalui inovasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

menjangkau lebih banyak pengguna, tidak terkecuali penyandang disabilitas. 

Dengan tekad mempertahankan predikat “Informatif”, ITS menunjukkan komitmennya 

untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan visi pemerintah, yakni 

Professional, Transparan, dan Akuntabel. Proses pengembangan layanan publik di lingkungan 

ITS kini diimplementasikan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan perbaikan secara berkala 

untuk dapat mempertahankan pelayanannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia. Petugas PPID dan seluruh sivitas ITS akan berkolaborasi untuk terus menjaga visi 

pemerintah, khususnya transparansi, dalam keterbukaan informasi publik demi mewujudkan 

layanan informasi publik yang unggul. Terwujudnya semangat transparasi informasi publik di 

lingkungan ITS ini dapat menjadi ruang dialog yang sehat bagi seluruh sivitas di lingkungan 

kampus. 

 

 

 
PPID UTAMA, 

Dr. Umi Laili Yuhana S.Kom., M.Sc. 
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01. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
A. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik 

 

Dasar pelaksanaan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dilakukan 

berdasarkan peraturan di bawah ini : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik. 

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Badan Publik. 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. 

13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. 

14. Surat Keputusan Rektor ITS No. T/3053/IT2/HK.00.01/2021 tentang Standar Pelayanan 

Publik di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

15. Surat Keputusan Rektor ITS Nomor T/3075/IT2/HK.00.01/2021 tentang Daftar Informasi 

Publik di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 
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16. Surat Keputusan Rektor ITS No. 100/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022.  

17. Surat Keputusan Rektor ITS No. 585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan 

Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.  

18. Surat Keputusan Rektor ITS No. 808/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Daftar Informasi Publik 

di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

19. Surat Keputusan Rektor ITS No. 817/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Tim Pertimbangan 

Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perubahan atas 

Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1660/IT2/HK.00.01/2020 

tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember. 

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik 
 

 

Gambar 1. Maklumat Layanan Informasi Publik ITS Tahun 2023 

 

Publik dapat mengakses kapanpun dan dimanapun maklumat layanan informasi publik 

ITS melalui laman https://www.its.ac.id/ppid/kebijakan/ atau dapat dilihat melalui gambar 1 di 

atas. Maklumat layanan informasi publik ITS tahun 2023 masih mengacu pada beberapa poin 

yang sama dengan maklumat layanan informasi publik ITS tahun 2022 karena dinilai efektif 

untuk menjaga kualitas layanan prima dan berkelanjutan. Selain itu, rancangan dasar hukum 

atau kebijakan yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh 

https://www.its.ac.id/ppid/kebijakan/


Layanan Informasi Publik – ITS | 6 

 

 

Nopember mengacu pada beberapa poin berikut: 

1. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Pengelolaan Sponsorship di 

Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Peraturan Akademik Program 

Pendidikan Sarjana Kedokteran dn Program Pendidikan Profesi Dokter Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Tahun 2023 

3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kebijakan Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi (SMKI) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) ITS. Keamanan Data 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Ijazah, Transkrip Akademik, 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Gelar di Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember 
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02. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PPID ITS menjadi salah satu wujud komitmen ITS sebagai institusi Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum (PTN-BH) yang melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID ITS dipimpin langsung oleh Rektor ITS selaku 

atasan PPID. Seluruh Wakil Rektor dan Dekan bertugas sebagai PPID Pengarah, Sekretaris 

Institut bertugas sebagai PPID Utama, serta seluruh Pimpinan Unit Kerja dan Fakultas bertugas 

sebagai PPID Pelaksana. Struktur organisasi PPID ITS dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan ITS 
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Selanjutnya, seluruh unit kerja di lingkungan ITS dituntut untuk berupaya memberikan 

layanan prima kepada publik dengan berdasar pada Visi dan Misi sebagai berikut: 

• Visi 

Memberikan pelayanan publik yang Professional, Transparan, dan Akuntabel sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

• Misi 

1) Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pelayanan publik di ITS 

2) Meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi 

3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelayan publik 

Saat ini, PPID ITS telah berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas layanan publik yang 

mudah dijangkau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga sumber daya manusia 

yang kompeten menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITS No. 

585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tugas dan fungsi PPID ITS meliputi: 

1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan 

informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan, dan penyelesaian sengketa 

Selain itu, PPID ITS juga didukung oleh tim pertimbangan pelayanan informasi yang 

memiliki tugas dan fugsi sebagai berikut: 

1) Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di 

lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

2) Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa 

informasi 

3) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan 

pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember 

Dalam pelaksanaannya, PPID ITS memiliki tugas dan kewajiban yang bersumber pada 

Keputusan Rektor ITS No. 817/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perubahan atas Keputusan Rektor 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1660/IT2/HK.00.01/2020 tentang Organisasi 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

sebagai berikut: 
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• Tugas PPID  

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik 

b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik 

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan informasi publik 

d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik 

dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi  

e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik 

f. Menentukan informasi yang dapat diakses publik dan layak dipublikasikan  

g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan 

dikecualikan  

h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik 

i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh 

publik 

j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan 

kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau 

Petugas Pelayanan Informasi 

• Wewenang PPID  

a.   Menetapkan kebijakan layanan informasi publik  

b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik 

c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai 

kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik 

d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi 

dalam melaksanakan pelayanan informasi publik 

e. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak 

berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan 

dikecualikan dengan persetujuan atasan PPID 

f. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara 

tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau 

rahasia dengan persetujuan atasan PPID 

g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, 

mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik 

h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring 

atas pelaksaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana 

dan/atau Petugas Pelayanan Informasi 
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Di dalam Surat Keputusan Rektor tersebut juga dijelaskan bahwa atasan PPID dibantu 

oleh PPID Pelaksana yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

• Tugas PPID Pelaksana 

1) Membantu atasan PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya 

2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan 

PPID 

3) Mengkonsolidasikan penyimpanan proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan informasi publik 

4) Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan di badan publik 

5) Membantu atasan PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik 

6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi 

publik 

7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses 

oleh publik 

• Wewenang PPID Pelaksana 

1) Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik 

2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di badan publik dalam 

melaksanakan pelayanan informasi publik 

3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen yang dapat 

membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atau informasi publik 

yang dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi 

publik yang dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak  

 

03. STANDAR OPERASIONAL LAYANAN PUBLIK  

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik, PPID ITS menyediakan informasi publik dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 

Informasi-informasi tersebut dapat dilihat lebih lanjut secara detail pada laman 

https://www.its.ac.id/ppid/informasi-publik/. Selain itu, terdapat beberapa informasi dan 

layanan publik lainnya yang bisa didapat di lingkungan ITS, antara lain: 

 

 

https://www.its.ac.id/ppid/informasi-publik/
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1) Informasi Berkala 

2) Informasi Serta Merta 

3) Layanan Informasi dan Aduan 

4) Layanan Kontak Petugas PPID 

Transparansi informasi dan layanan tersebut akan terus dilakukan agar pemohon dapat 

memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Cara memperoleh informasinya pun 

bermacam-macam. Pemohon dapat memperoleh informasi di lingkungan ITS dengan mudah 

dan terjangkau seperti yang tertera pada infografis Gambar 3 di bawah ini: 

 

Gambar 3. Standar Biaya Layanan PPID ITS 
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Masih sama seperti tahun sebelumnya, berikut adalah beberapa prosedur yang dapat 

digunakan untuk memperoleh informasi dari PPID ITS sesuai dengan Standar Operasional 

yang berlaku: 

1) Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi 

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemohon informasi untuk dapat 

mengajukan permohonan informasi publik di lingkungan ITS. Berikut ini adalah gambaran 

infografis terkait tata cara pengajuan informasi dan dokumentasi: 

 

Gambar 4. Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi 
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2) Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara pengajuan keberatan atas 

permohonan informasi publik: 

 

Gambar 5. Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi dan 

Dokumentasi 
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3) Tata Cara Pengaduan Pungli dan Gratifikasi 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara pengajuan pengaduan pungli dan 

gratifikasi di lingkungan ITS: 

 

Gambar 6. Tata Cara Pengaduan Pungli dan Gratifikasi
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4) Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara pengaduan penyalahgunaan 

wewenang pejabat: 

 

Gambar 7. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang 
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5) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara Penyelesaian Sengketa ke Komisi 

Informasi Publik: 

 

Gambar 8. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
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6) Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara Pendokumentasian Informasi 

Publik: 

 

Gambar 9. Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik 
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7) Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara Pendokumentasian Informasi 

Publik yang Dikecualikan: 

 

Gambar 10. Tata Cara Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan 
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8) Tata Cara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara Pengujian Konsekuensi Informasi 

Publik: 

 

Gambar 11. Tata Cara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik 
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9) Tata Cara Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 

Berikut ini adalah gambaran infografis terkait tata cara Pemutakhiran Daftar Informasi 

Publik: 

 

Gambar 12. Tata Cara Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 
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04. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 

Gambar 13. Jam Pelayanan Informasi Publik 

 

 
Jam pelayanan informasi publik di lingkungan ITS dapat dilakukan melalui sistem 

online yang dibuka selama 24 jam. Namun untuk melakukan tanggapan, petugas PPID 

mengikuti Jam Pelayanan Informasi Publik seperti yang tertera pada gambar di atas. Ada dua 

cara yang dapat dilakukan agar pemohon informasi dapat melakukan permohonan, yakni 

dengan cara offline dan online. Layanan offline dibuka di Pusat Layanan Terpadu ITS 

(Gedung KPA lt.1 Kampus ITS – Sukolilo Surabaya) dan layanan online dapat diakses 

melalui e-mail: info@its.ac.id yang dikelola oleh tim Unit Komunikasi Publik. 

 
 

 

mailto:info@its.ac.id
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05. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. Ringkasan Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi 

PPID ITS menerima total 88 permohonan informasi dan dokumentasi pada tahun 2024 secara online (website) melalui e-form dan tidak ada 

permohonan secara offline dengan waktu respon maksimal 3 hari kerja. Sebanyak 82 permohonan diterima sepenuhnya dan 15 permohonan ditolak. 

Selanjutnya, tim PPID ITS berencana untuk mengadakan sosialisasi terkait detail permohonan informasi agar ke depannya tidak ditemukan kembali 

permohonan yang kurang jelas dan/atau identitas pemohon yang kurang lengkap/tidak jelas. Rincian layanan permohonan informasi dan dokumentasi 

selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1. Rincian Layanan Informasi dan Dokumentasi ITS Tahun 2024 
 

Bulan  

Jumlah 

Permohonan 

Per Bulan  

Rata-Rata 

Waktu 

Respon 

(Hari 

Kerja) 

Jumlah Permohonan Yang 

Dikabulkan  Jumlah 

Permohonan 

Yang 

Ditolak  

Alasan Permohonan Ditolak 

Sepenuhnya Sebagian  
Permohonan 

kurang jelas 

Pengaduan bukan 

wewenang PPID ITS 

Double 

permohonan 

Identitas pemohon 

kurang lengkap dan/ 

tidak jelas 

Informasi 

yang 

dikecualikan 

Januari 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

April 9 3 8 0 0 0 0 0 0 0 

Mei 11 2 9 0 2 1 0 0 1 0 

Juni 12 2 10 0 2 2 0 0 0 0 

Juli 21 1 20 0 1 0 0 1 0 0 

Agustus 12 2 7 0 4 2 0 1 1 0 

September 18 1 13 0 2 1 0 0 1 0 

Oktober 0 0 10 0 2 0 0 1 1 0 

November 1 3 1 0 2 1 0 0 1 0 

Desember 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 88  82 0 15 7 0 3 5 0 
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Sebanyak 82 dari total 88 permohonan yang masuk melalui e-form PPID ITS selama 

tahun 2024 telah dikabulkan sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan 

hanya sebagian kecil saja mengalami penolakan. Penolakan dalam hal ini terjadi dikarenakan 

beberapa alasan, yaitu sebanyak 7 permohonan kurang jelas, 3 permohonan yang sama (double 

permohonan), dan 5 permohonan dengan identitas pemohon kurang lengkap dan/ tidak jelas. 

Rata-rata petugas PPID melakukan tanggapan terhadap permohonan yang masuk dalam kurun waktu 

kurang lebih 3 hari kerja selama tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, PPID ITS tetap 

menjalankan komitmennya untuk memenuhi ketentuan layanan sesuai dengan pasal 22, 

mengenai mekanisme memperoleh informasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pemohon mendapatkan tanggapan atau respon terhadap 

permohonannya kurang dari 10 hari kerja. 
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B. Ringkasan Layanan Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi 

PPID ITS hanya menerima total 1 pengajuan keberatan di tahun 2024 dan sebanyak 1 permohonan juga telah dikabulkan sepenuhnya. Permohonan 

tersebut masuk dalam kategori perorangan terkait keberatan pembayaran UKT. Alasan keberatan dalam hal  ini  mengacu pada tanggapan 

informasi  yang dianggap t idak semestinya.  Untuk i tu ,  PPID ITS sampai saat ini terus berupaya untuk melakukan evaluasi dan pengkajian 

ulang layanan agar informasi yang diberikan kepada pemohon bisa lebih tersampaikan dengan baik. Rincian layanan pengajuan keberatan selama tahun 

2024 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Rincian Layanan Pengajuan Keberatan ITS 

Tahun 2024 
 

Bulan  

Jumlah 

Permohonan 

Per Bulan  

Rata-Rata 

Waktu 

Respon 

(Hari Kerja) 

Jumlah Permohonan Yang 

Dikabulkan  
Jumlah 

Permohonan 

Yang Ditolak  

Alasan Permohonan Ditolak 

Sepenuhnya Sebagian  
Permohonan 

kurang jelas 

Pengaduan 

bukan 

wewenang 

PPID ITS 

Double 

permohonan 

Identitas 

pemohon 

kurang lengkap 

dan/ tidak jelas 

Informasi yang 

dikecualikan 

Januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Februari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

September 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1  1 0 0 0 0 0 0 0 
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C. Ringkasan Layanan Pengaduan Pungli dan Gratifikasi 

Selama tahun 2024, PPID ITS tidak menerima  satu pun pengaduan pungli dan gratifikasi. 

Hal ini telah sesuai dengan konsep pembangunan Zona Intergritas yang berdasar pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBK/WBBM). Pembangunan Zona Integritas di lingkungan ITS semakin ditegakkan dan 

dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan 

berkualitas. Selain itu, beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberantas pungli dan 

gratifikasi di lingkungan ITS, antara lain dengan penguatan pada sistem hukum dengan unit 

terkait, transparansi dan akuntabilitas, serta teknologi dan inovasi.  

 
D. Ringkasan Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang 

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah penerapan  

sistem integritas di dalamnya. Penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang dimiliki merupakan 

tindakan yang mencerminkan kurangnya sistem integritas seseorang dalam mengemban amanah 

atau tanggung jawabnya. Beruntungnya, PPID ITS juga tidak menerima satu pun pengaduan 

penyalahgunaan wewenang selama tahun 2024. Hal tersebut membuktikan bahwa seluruh 

pegawai yang ada di lingkungan ITS, baik Dosen ataupun Tendik, dapat mengelola sistem 

integritas dengan baik di dalam diri mereka masing-masing. Berbagai upaya telah berhasil 

dilakukan ITS untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara    

menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, memisahkan tugas dan tanggung jawab, serta 

hak dan kewajiban, menjamin transparansi dalam pengadaan, dan memanfaatkan sistem 

informasi terintegrasi. 
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06. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

Selama tahun 2024, PPID ITS tidak menerima satu pun permohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik. Hal ini dapat terjadi karena tim PPID ITS dapat mempertahankan 

pelayanan prima sebagai berikut: 

1. Selalu berupaya untuk memberikan tanggapan yang memuaskan sesuai dengan permintaan 

pemohon. 

2. Penyediaan informasi yang  terkini dan  tepat waktu. 

3. Penyediaan informasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik. 
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07. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mempertahankan predikat 

“Informatif” dengan nilai 97,27 pada gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024. 

Predikat tersebut telah berhasil didapat oleh ITS selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 

2020. Predikat tersebut tidak hanya sebagai pengakuan atas kerja keras seluruh sivitas di ITS, 

tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan layanan informasi publik. 

Kolaborasi erat antarunit menjadi faktor utama kunci keberhasilan ITS untuk meraih 

kembali predikat “Informatif”. Selain itu, PPID ITS juga berkomitmen untuk terus melakukan 

inovasi dalam mendukung keterbukaan informasi yang mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat, sebagai contoh adanya pengembangan fitur aksesibilitas dan artificial intelligence 

(AI) Cak Seno di laman ITS. Kini, faktor inklusivitas pun menjadi faktor pendukung ITS 

untuk meraih predikat tersebut karena mampu mempertahankan akses informasi kepada para 

penyandang disabilitas dengan menghadirkan juru bahasa isyarat pada berbagai kegiatan di 

ITS dan website ITS yang telah dilengkapi dengan fitur ramah tunanetra dan/atau buta warna 

serta tunarungu. Hal tersebut tentunya sejalan dengan salah satu visi keterbukaan informasi 

publik yang mana dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat (tanpa 

terkecuali) dalam memperoleh informasi. 

Dengan adanya peningkatan standar layanan informasi publik di lingkungan ITS kini 

dapat meningkatkan reputasi baik ITS di mata masyarakat untuk terus menyajikan layanan 

informasi yang berkualitas dan tepat sasaran. Mudahnya akses masyarakat dalam menjangkau 

informasi di lingkungan ITS juga menjadi salah satu kontribusi ITS dalam menjamin hak 

setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Hal ini tentu juga 

akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah 

menjalankan kebijakan, mengelola anggaran, dan mengawasi proyek-proyek yang sedang 

berjalan. 

 

Gambar 14. Rektor ITS Prof Ir Bambang Pramujati ST MscEng PhD (dua dari kiri) bersama para peraih 

penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024
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Gambar 15. Hasil penilaian Perguruan Tinggi Negeri dengan predikat “Informatif” dalam gelaran 

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 
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